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NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN Sl
TANGGAL REVISI SApalais
P. .
A TANGGAL EFEKTIF i
. KEPALA BIRO HUKUM
Kementerian PPN/
Bappenas
—
DISAHKAN OLEH
BIRO HUKUM 2l
RR. RITA ERAWATI
JUDUL SOP PROSES PELAPORAN/PENGADUAN PIDANA
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 1. Memiliki pengetahuan hukum acara pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Mampu melakukan penelaahan hukum terkait perkara pidana;
sehagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; 3. Mampu menyusun Pendapat Hukum (Iega/ Opinion);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4. Mampu mengoperasikan komputer untuk pengolahan dokumen; dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 5. Mampu menyusun laporan pengaduan.
Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Presiden Nomor 65 'T'ahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
7. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pclaporan dan
Penanganan Pelanggaran (whistleblowing System).
Keterkaitan ' -' Peralatan/Perlengkapan
SOP Pendampingan Hukum atas Perkara Pidana; 1. Komputer yang tersambung pada jaringan internet dan printer;
2. Transportasi kantor;
3. Buku laporan pendampingan hukum.
Peringatan i o Pencatatan dan Pendataan
e DPelaksanaan SOP ini hanya menyangkut kasus yang beraspek pidana berdasarkan peraturan 1. Diarsip sebagai data manual;
perundang-undangan. 2. Diarsip sebagai data elektronik dalam Jaringan Dokumentasi dan
e Untuk pengaduan kasus yang berkenaan dengan etika profesi/disiphn pegawai dilakukan Informasi Hukum.

berdasarkan mekanisme whistlebfowing system yang diatur dalam Permen PPN/Kepala Bapenas
Nomor 5 Tahun 2013.
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informasi dan data.
Menugaskan kepada staf
untuk membantu pencarian
data dan informasi setta
menyiapkan konsep
pendapat  hukum  dan
laporan/pengaduan  kepada
instansi POLRI

awal.

Melakukan pencarian data
dan informasi serta
menyiapkan konsep
pendapat hukum dan surat
laporan/pengaduan
kepada instansi POLRI.
menyampaikan hasil
pencarian data dan
informasi serta konsep
pendapat hukum dan surat

laporan/pengaduan

Arahan
lisan/ tettulis,
data dan

informasi awal

1 hari

Data dan
informasi

akhir dan

konsep surat

menerima hasil pencarian
data dan informasi serta
konsep pendapat hukum
dan surat
laporan/pengaduan.

Menyempurnakan  konsep
pendapat hukum dan surat

laporan/pengaduan.

Data dan
informasi akhir
dan konsep

surat awal.

1 jam

Konsep
Pendapat
Hukum dan
Surat
Laporan/Pe
ngaduan, dan

Nota Dinas.




¢. Menyusun dan

menyampaikan konsep
Nota Dinas Kepala Biro
Hukum  kepada Sesmen

serta konsep Surat Tugas.

6. Menerima dan menyampaikan Konsep 15 Konsep
konsep nota dinas yang Pendapat menit Nota Dinas
memuat  pendapat  hukum, Hukum  dan
surat tugas dan Surat
laporan / pengaduan. Laporan 7 Peng

aduan,  Surat
Tugas dan
Nota Dinas.

7 a. Menerima konsep Pendapat Konsep nota | 15 Nota Dinas
Hukum dan Surat dinas menit
Laporan/Pengaduan, Surat
Tugas dan Nota Dinas.

b. Menyetujui dan
menyampaikan nota dinas
dan menandatangani nota
dinas.

8. a. Menerima dan memutuskan 0‘7 Nota Dinas 1 hari Disposisi
laporan/pengaduan  kepada dan surat
POILRI berdasarkan tugas

pendapat hukum dari
Kepala Biro.

b.Menyetujui surat penugasan

d




kepada Kepala Biro Hukum

untuk melaksanakan
laporan/pengaduan.
9. |a. Menerima Surat Tugas Disposisi dan i Surat
b. Melakukaan rapat internal | surat tugas menit | laporan/pen
untuk g gaduan dan
pelaporan/pengaduan l kelengkapan
kepada POTRI. nya

c. Melakukan koordinasi
dengan pihak terkait, untuk
kelengkapan
laporan/pengaduan.

10. | Menugaskan kepada Kepala Konsep Surat | 15 Bahan-bahan
Bagian untuk menyusun Surat > Pengaduan ke | menit | penunjang
Pengaduan ke POLRI. POLRI

11. | a. Membantu penyiapan Konsep Surat | 1 hari | Revisi

konsep surat Pengaduan Konsep
laporan/ pengaduan. Surat
b. Menyampaikan konsep Pengaduan
sutat laporan/pengaduan
kepada IKepala Bagian.
12, |a. Menerima dan menyetujui Surat 1 hari | Surat
Surat Pengaduan ke < Pengaduan Laporan/Ad
POLRL uan

b. Menyampaikan Surat

Pengaduan ke POLRI.

. Memberikan keterangan




kepada POLRI untuk
dituangkan dalam Berita
Acara
Pelaporan/Pengaduan.
Menandatangani Surat
Laporan/Aduan serta
pembuatan satu rangkap
salinannya.
Menyampaikan
laporan/aduan ke Sentral
Pelayanan Kepolisian (SPK)
kepada petugas piket SPK
yang ditujukan kepada
Kanit Reskrim POLRI

Surat

1 hart

Surat

13. |a. Distribust ke unit kerja
kepolisian yang menangani Laporan/Adua pemanggilan
kasus tersebut oleh Kanit n saksi
Reskrim POLRI.
b. Pengiriman surat
pemanggilan  oleh  Unit
POLRI, kepada pelapor
sebagai saksi
pelapor/pengadu.
14. | Menerima surat pemanggilan Surat 1 hari | Surat
dari POLRI dan memproses pemanggilan pemanggilan
lebih lanjut. saksi saksi




